
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2AI9

TENTANG

TUGA$, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturran Gubernur Sursatera Utara Nomor

2O Tahun ?ALT telah ditetapkan tugas, fungsi, uraian tugas dan

tata kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Sumatera Utara;

b. bahwa sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur Nomor

39 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur

Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembahan Ketiga Atas Peraturan

Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah

Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana

dirnaksud dalam huruf a, pertru dieabut;

c. ba-hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam

huruf a da.n huruf b, perlu menetapkan Pera"turan Gr:bermrr

tentang T\rgas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan

Pengembangan Sumber Daya Manrrsia Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pernbentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tarnbahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun zA}4 kntang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tambahan [.ambaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5579);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6

Nomor ll+, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 5887);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun zArc tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Iembaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Tahun 2A16 Nomor

6, Tambahan I"embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nornor

321;

6. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Badalr Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

20L6 Nomor 4Al, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 39

Tahun 2A16 tentang Susunan Orgarrisasi Badan Daerah dan

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN

TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSTA PROVINSI SUMATERA UTARA.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksr-ld dalarn Uadang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai un$ur
penyelenggara pemerintahan daerah yang mernimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom;

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;

5. Wakil Gubernur adalah Srakil Gubernur Sumatera Utara;

6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu

adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;

7. Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Surnatera Utara;

8. Kelompok Jahatan Fungsionatr adalah susunan jabatan

fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki
keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan

tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

Badan rnempunyai tugas melaksanakan pengembangan

sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan

urusar pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Badan menyelenggarakan fungsi:

a. pen)rusunarl kebijakan teknis, rencana dan program

pengembangan sumber daya rnanusia provinsi;

b. peayelenggaraan pengembangan kompetensi di
lingkungan pemerintahan Provinsi dan

KabupatenlKota;

c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan

pemerintah Provinsi dan Kabupatenl Kota;

d. penyelenggara€Ln pemantauan, evaluasi dan pelaporan

atas pelaksanaai pengernbangan sumber daya manusia

aparatur di Provinsi dan Kabupaten /Kota;
e. pelaksanaan administrasi Badan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Kepala Badan mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan perrbinaan, arahan, bimbingan dan

penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan

badan;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis,
standar, norrrer dan kriteria sesuai kebiiakan umum
pemerintah daerah di lingkungan badan;

c. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan

fungsi kesekretariatan, sertifikasi kompetensi dan
pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi

tekniu furti, pengembangan kompetensi teknis umum

(21

(3)
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dan fungsional serta pengembangan kompetensi

manqjerial;

d. menyelenggarakan pernberian saran pertimbangan dan

rekomendasi kepada Gubernur mengenai sertilikasi

kompetensi dan pengelolaan kelembagaan,

pengembangan kompetensi teknis inti, pengembangan

kompetensi teknis Ltrnurn dan fungsiona-l serta

pengembangan kompetensi manajerial;

menyelen koordinasi dan kerjasama dengan

instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran

pelaksanaan kegiatan badan;

menyelenggarakan koordinasi sertifikasi kompetensi di
lingkungan pemerintahan provinsi dan

Kabupaten/Kota;

menyelenggarakan perlbinaan pngembangan

komtrretensi teknis inti, telmis umurn dan fungsional

serta manajerial;

menyelenggarakan penetapan pelaksanaan tugas

pembantuan di bidang pengembangan kompetensi,

$esuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan koordinasi penJrusunan Rencana

Strategis (Renstra), Laporan Kinerja (LK), Laporan

Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ) dan I"aporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {LPPD} Badan,

pelaksanaan tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan

yang meliputi kesekretariatan, sertilikasi kompetensi

dan pengelolaan kelembagaan, pengernbangan

kompetensi teknis inti, pengernbangan kompetensi

teknis umum dan fungsional serta pengembangan

kompetensi manaj erial;

menyetrer:ggarakan koordinasi, pernbinaan dan fasilitasi

terhadap Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan lintas
Kabupaten/Kota di bidang pengembangan kompetensi,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan
pelapcran atas pelaksanaan p-Engsmbangan sumbcr

daya manusia di provinsi dan Kabupaten/Kota;

e.

f.

G
b'

h.

j.

k.
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1. menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan tugas

pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada

Gubernur;

m. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur,

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

n. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengaa tugas

pokok dan fungsinya.

( ) Untuk melaksanakan ttrgas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),

Kepala Badan dibantu:

a. Sekretariat;

b. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan

Kelembagaan;

c. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;
d. Bid.ang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan

Fungsional;

e. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat mempunyai tugas mernberikan pelayanan

administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta

fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Bidang

Pengembangan Kompetensi Aparatur.

{2) Sekretariat menyeleagga.mkan fungsi:

a. penyelenggaraatr pembinaan, arahan, bimbingan dan

penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan

Sekretariat;

b, penyelenggaraan pen5rusunan perencanaan,

pemantauan evaluasi, data, pelaporan program dan

anggaram pengembangan sumber daya manusia

aparatur provinsi;
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c. penyelenggaraan pelaksanaan €Lnggaran,

perbendaharaan keuangan, serta pelaporan keuangan

dan aset;

d. penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan, rumah

tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan

aset dan dokumentasi;

e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian

dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi

kinerja Aparatur Sipil Negara;

f. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Badan.

(3) Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan, arahan, bimbingan dan

penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan

Sekretariat;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis,

standar, norrrra dan kriteria sesuai keb{jakan umum
pemerintah daerah di lingkuagan Sekretariat;

c. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan

fungsi di lingkungan Sekretariat;

d. menyelen pengkajian program kerja di
lingkungan Sekretariat;

e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi

perkantoran;

f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan

kepegawaian;

g. menyelenggarakan penatausahaarr, kelembagaan dan

ketatalaksanaan;

h. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah

dinas, arsip dan dokumentasi;

i. menyelen pengelolaan rumah tangga;

j. menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan;

k. menyelenggarakan fasilitasi pemenuhan kebutuhan,

pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;

1. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;

m. menyelenggarakan pengelolaan administrasi program,

akuntabilitas dan informasi publik;
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n. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis, LK,

LKPJ dan LPPD, serta evaluasi dan pelaporan Badan;

o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebij akan;

p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Badan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3),

Sekretaris dibantu:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi

Publik;

Pasal 4

(1) Kepala Sub Bagran Umum dan Kepegawaian mempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan pembinaan, arahan, bimbingan dan

penetapan penegakan disiplin pegawai di lingkungan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan

ketatausahaan, surat-men5mrat, kepegawaian,

perlengkapan dan keprotokolan, sesuai rencana dan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan dan menyiapkan ekspedisi (perjalanan

dinas, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi),

pendidikan formal, memfasilitasi pengelolaan

administrasi dalam pengembangan sumber daya

manusia;

e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,

pembinaan jabatan fungsional, evaluasi kepegawaian

dan kinerja aparatur sipil negara;


